STANDAR PELAYANAN
LAY ANAN DATA TUNGGAL SOSIAL FoRi S0 NASIONAL

Tunggal _Sosial _dan__Ekonomi Nesiona: |
Payung hukum terlinggl yang mewinjiboan |
seluruh kementerinn,  lembaga,  dan
pemerintah dacrah untuk menyerahkan data
by name by address kepada BPS serin
} menjadikan DTSEN sebagai acuan tunggal
dan utama dalam penyaluran bantuan sosial

maupun progriom pemberdayaan
2. UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin.  Menjadi  dasar  hukum |
pengelolaan  Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial [DTKS) sebaga sumber utama data

isniban PHL
1. Permensos Nomor 3 Tahun 2026 lenlang
Pengelolaan DTKS [ Jaminan Somial’ Atursn |
| terbaru yang  mempermudah  pasien
berpenyakit  kronis  untuk e ukan
reaktivasi langsung lewat faskes dengan
kewajiban perbaikan data menyusul; '
4. Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2025 tentang |
Penyusunan dan Pengelolaan Data Tunggal
Sosial dan Ekonomi Nasional:  Aturan
pelaksanaan vang membenkan wewenang
penuh kepada BPS sebagu pengelola data |
I dalam memadonkan data sektomal nassonal |
{seperti dan Kemensos, Kemenko PMEK, dan '
data kependudukan Dukcapil;

"DASAR HUKUM

Peraturan Menteri PPN | Kepala Bappenas
Nomor 7 Tahun 2025: Mencltapkan pedoman
reami mengenai mekanisme berbagn pakau
dan permanfaatan akses DTSEN oleh instansi |
pemerintah dacrah | Provinsi [Kabupaten
{Kota dacrah agar pemanfaatan dati tetap
aman, terstrukiur, dan akuntabel di dalam

' portal Satu Data Indonesia; |



]

6., Permensos Nomor 3 Tahun 2026 tentang

Perlindungan Sosial / Pengelolaan Data |
Jaminan Sosial: Menjadi regulasi operasional
vang menyelaraskan alur pengusulan bansos '
(termasuk PBI-JKN) dengan sisicm peringhkat
kesejahterann baru (Desil | sd. 10] yang |
diproduksi oleh DTSEN melalui
pemutakhiran berkala di aplikasi dacrah -
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